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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim  Terhadap Percobaan Tindak 

Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan 

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs)”. Adapun yang melatarbelakangi dalam 

pembuatan skripsi ini yaitu adanya perbuatan tindak pidana percobaan 

pemerkosaan. Tindak pidana percobaan pemerkosaan merupakan salah satu jenis 

tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas, yang dilakukan oleh laki-laki 

kepada perempuan diluar pernikahan yang bukan istrinya. Pengaturan mengenai 

tindak pidana percobaan pemerkosaan dimuat dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini 

yaitu apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dan bagaimana penerapan teori 

percobaan (Poging) dalam putusan hakim pada tindak pidana pemerkosaan. 

Dalam melakukan penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan 

putusannya (Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 

20/Pid.B/2019/PN.Sbs) telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis 

yang meliputi pertimbangan sosiologis dan filosofis, dimana terdakwa terbukti 

secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHP. Serta 

teori percobaan (Poging) yang telah diterapkan. Sehingga penulis menarik 

kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan 

dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi. 

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Penerapan teori percobaan 

Palembang,     Februari 2022 

        Pembimbing Utama                         Pembimbing Pembantu 

 

 
 

 

 

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.       Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. 

     NIP. 198301242009122001           NIP. 198812032011012008 

Mengetahui 

Ketua Bagian Hukum Pidana 

 

 

 

 

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. 

NIP. 196802211995121001 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hal 

ini sudah nyata termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 Dalam arti atau pengertiannya 

hukum itu sulit untuk didefinisikan, namun secara umum pengertian hukum 

dapat diartikan sebagai suatu kaidah atau norma yang memuat aturan dan 

ketentuan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. 

Dengan tujuan agar bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan 

diharapkan agar dapat menciptakan keselarasan hidup bersama dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Manusia merupakan mahluk sosial, yang sejak dari lahir hingga 

kematiannya akan selalu membutuhkan orang lain (guna untuk berinteraksi).
2
 

Setiap manusia memiliki keperluan atau kepentingan hidup yang berbeda-

beda, maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu pertentangan. 

Pertentangan yang terjadi tidak sering akan memunculkan suatu kekacauan 

didalam masyarakat. Maka dari pada itu disinilah pentingnya suatu peran 

hukum pidana guna untuk menyeimbangkan pertentangan atau perbedaan 

pendapat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

                                                 
1
 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 
2
  Tjipto Suhadi, Sosiologi, Fkip UMS, Surakarta, 2008, hlm. 3. 
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Hukum yang berlaku di Indonesia awal mulanya ialah hukum adat. 

Mereka belum mengenal dengan istilah hukum pidana tertulis berbentuk 

kodifikasi. Sepertimana diketahui bahwasannya KUHP Indonesia yang dipakai 

saat ini bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht 

voor Nederlands-Indie.  Pengesahaannya dilakukan melalui Staatsblad 

(lembaran negara) Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 

Januari 1918.
3
  

Dalam perkembangannya hukum pidana sejak dimulai dari masyarakat 

sederhana hingga sampai dengan masyarakat yang modern seperti sekarang ini 

tetap tidaklah mengubah hakikat dari hukum pidana, melainkan hanya 

semakin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Secara umum 

hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan atau 

kaidah-kaidah yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk 

kedalam tindak pidana, serta memilih hukuman apa yang dapat dijatuhkan 

terhadap pelaku yang melakukan.
4
 Sedangkan menurut Mezger, Hukum 

pidana diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu 

perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang 

berupa pidana.
5
 Dari pengertian ini, dapat dilihat hukum pidana berpokok 

pada 2 hal, yakni: a. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, dan b. pidana. 

                                                 
3
 Sunaryati Hartono, Analisa dan Evaluasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan 

Peninggalan Kolonial Belanda,https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang 

undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf, diakses pada tanggal 19 November 2020, pada 

pukul 07.00 WIB. 
4
 Andi Hamzah, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2002, hlm. 71. 
5
 Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum  Universitas 

Diponogoro, Semarang, 2005. hlm. 6. 

https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang%20undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang%20undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf
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Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung 2 hal, yakni : a. 

perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang), dan b. orang yang melakukan 

perbuatan tersebut.
6
 Perbuatan disini di istilahkan dalam arti yang luas, yaitu 

mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif diartikan 

sebagai perbuatan yang sesuai secara fisik (tindakan fisik tertentu), sedangkan 

perbuatan pasif yaitu suatu sikap tidak berbuat (mengabaikan/membiarkan). 

Contoh dari perbuatan aktif, misalnya mengambil barang kepemilikan orang 

lain (mencuri), sedangkan contoh dari perbuatan pasif, yaitu  misalnya seorang 

ayah yang tidak memberi makan anaknya sehingga menyebabkan anaknya 

mati kelaparan. Hukum pidana merumuskan perbuatan-perbuatan yang 

menurut pandangan pembentuk undang-undang, pelaku dari perbuatan-

perbuatan yang demikian patut dijatuhkan pidana. Dengan demikian maka 

para pelaku tersebut seharusnya di pidana jika melakukan perbuatan 

sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.
7
 

Seorang ahli dalam bidang hukum pidana, Prof. Moeljatno 

mengatakan, perbuatan pidana ialah: “suatu perbuatan atau perilaku yang bagi 

aturan hukum pidana dilarang, maka diancam dengan pidana, bagi siapa yang 

melanggarnya”.
8
 Suatu perbuatan atau perilaku yang dapat digolongkan 

sebagai tindak atau perbuatan pidana bilamana memiliki sifat antara lain:
9
 

a. Melawan atau melanggar hukum; 

                                                 
6
 Ibid. 

7
 Frans M, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2012,  hlm.2. 
8
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2002, 

hlm.54. 
9
 M. Sudradjat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Remadja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm.2. 
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b. Menyebabkan kerugian pada orang lain; 

c. Tidak diperbolehkan oleh aturan hukum; 

d. Pelaku atau pembuat diancam dengan hukuman. 

Berbincang tentang perbuatan pidana, dalam KUHP Indonesia tindak atau 

perbuatan pidana terbagi 2, yaitu kejahatan (Misdrijven) dan pelanggaran 

(Overtreddingen). Adapun mengenai prinsipnya terjadi suatu perbedaan, yaitu 

Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam 

undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, Sedangkan 

Pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang, artinya ialah dianggap 

sebagai delik ketika sudah diatur dalam undang-undang.
10

 Kejahatan tidak 

hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, 

melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan 

kerugian.
11

 

Didalam kehidupan bermasyarakat ada norma-norma yang hidup, 

tumbuh, dan berkembang, antara lain seperti norma agama, kesusilaan 

kesopanan, dan hukum. Diantara keempat norma tersebut sering dijadikan 

sebagai pedoman atau acuan dalam bertingkah laku. Norma juga sering 

dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai suatu perbuatan atau perilaku 

seseorang. Namun pada kenyataannya norma itu sendiri belum bisa dijadikan 

sebagai acuan atau tolak ukur seseorang untuk berperilaku. Pada dasarnya 

                                                 
10

 Sovia Hasanah, Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-

ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 13.08 WIB. 
11

 Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasaan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari 

Perspektif Kriminologi, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765, Jurnal 

Magister Udayana, Vol.7, No.3, 2014. hlm. 372. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765
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hingga saat ini pun masih banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan 

atau tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat. Contohnya saja pada 

tindak pidana percobaan pemerkosaan, tindak pidana percobaan pemerkosaan 

ini termasuk kedalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur di 

buku ke-II KUHP. 

Kejahatan terhadap kesusilaan ialah suatu perbuatan yang sudah 

menyalahi etika dan moral sehingga tidak dapat dibenarkan menurut peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana kesusilaan 

diatur di Bab XIV, buku ke-II KUHP, yakni dalam pasal 281 sampai dengan 

pasal 303. Perbuatan pemerkosaan ialah suatu perbuatan kriminal bersifat 

seksual terjadi ketika seseorang manusia (orang) memaksa manusia (orang) 

lain untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan cara paksa atau 

kekerasan. Dalam KBBI perkosaan bermula pada kata perkosa yang memiliki 

arti menggagahi (menggunakan kekerasan), sedangkan pemerkosaan 

didefinisikan sebagai cara, langkah, dalam melakukan perkosaan (memakai 

kekerasan).
12

 Kejahatan tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 

KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:
13

 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena 

memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun” 

 

 

                                                 
12

Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716/1589# , Jurnal Ilmiah Galuh 

Justisi, Vol 6, No. 2, September 2018, hlm. 127-128. 
13

R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 210. 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716/1589


6 

 

 

 

Tindak atau perbuatan pidana perkosaan yang diatur di Pasal 285 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, memiliki unsur-unsur objektif sebagai 

berikut:
14

 

1. Barangsiapa 

2. Dengan kekerasan atau 

3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan 

4. Memaksa 

5. Seorang wanita 

6. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan 

7. Dengan dirinya 

Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang telah melanggar ketentuan dalam 

Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka harus benar-benar 

terbukti bahwa ia telah melakukan kesengajaan dalam memperbuat tindak atau 

perbuatan pidana pemerkosaan, begitu juga pada sidang pengadilan, penuntut 

umum dan hakim mesti bisa mengungkapkan tentang:
15

 

a. Niat terdakwa yang menggunakan kekerasan. 

b. Niat atau keinginan terdakwa mengancam menggunakan kekerasan. 

c. Ada unsur memaksa 

d. Mengetahui korban (perempuan) itu bukan  seorang istrinya. 

e. Mengetahui serta menghendaki dilakukannya persetubuhan pada diri 

terdakwa diluar ikatan perkawinan. 

 

                                                 
14

 P.AF Lamintang & Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma 

Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97. 
15

 Ibid 



7 

 

 

 

Adapun mengenai percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 

dan 54 KUHP, didalam Pasal 53 KUHP berbunyi:
16

 

1) Percobaan atau mencoba dalam melakukan kejahatan diancam dengan 

pidana, jika niat dari sipembuat sudah nyata dengan dimulainya suatu 

perbuatan dan perbuatan itu tidak sampai selesai, tidak selesainya 

perbuatan itu bukan karena kemauannya sendiri. 

2) Diancam maksimal pidana pokok pada kejahatan, dalam hal percobaan 

hukumannya dikurang sepertiga. 

3) Bila kejahatan itu diancam hukuman mati, atau dengan hukuman 

penjara seumur hidup, maka dalam percobaan dijatuhkan hukuman 

atau pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 

4) Hukuman tambahan dalam hal percobaan sama saja dengan hukuman 

tambahan dalam hal kejahatan yang sudah diselesaikan. 

Adapun unsur-unsur percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu:
17

 

1) Adanya niat; 

2) Adanya permulaan pelaksanaan yang menyatakan niat; 

3) Pelaksanaan itu tidak selesai; 

4) Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya 

sendiri. 

Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi dimana saja, dan kapan saja, yang 

termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sering menimbulkan 

kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan 

                                                 
16

 R.Soesilo, Op Cit, hlm. 68. 
17

 Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 

2004, hlm. 33-34. 
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maupun pada tahap penjatuhan putusan.
18

 Permasalahan dalam tindak pidana 

pemerkosaan itu sendiri sangat perlu untuk dikaji, karena tindak pidana 

pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang biasanya dialami 

oleh perempuan dan sangat rentan terjadi. Oleh karena itu, maka penulis 

tertarik untuk meneliti macam mana cara hakim dalam pertimbangannya 

memutus kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan, serta melihat 

penerapan teori percobaan (poging) dalam putusan hakim. 

Adapun kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan hakim 

nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre, dan putusan hakim nomor 

20/Pid.B/2019/PN.Sbs, dimana dalam putusan nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre 

yang terdakwanya terbukti bersalah melanggar Pasal 285 juncto Pasal 53 ayat 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diputus dengan pidana penjara 

selama 6 (enam) tahun. Sedangkan putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs 

terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 285 juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

tahun dan 3 (tiga) bulan. Menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh 

masing-masing terdakwa pada kedua kasus tersebut adalah sama, yakni 

melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan. Tetapi mengapa vonis 

hukumannya berbeda. 

 

 

 

                                                 
18

 Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81. 
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Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN 

HAKIM TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA 

PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan 

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan  latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam Putusan Nomor 

198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs? 

2. Bagaimana penerapan teori percobaan (poging) dalam Putusan Nomor 

198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan  Nomor.20/Pid.B/2019/PN.Sbs? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan 

pemerkosaan dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan 

Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori percobaan (poging) 

dalam Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 

20/Pid.B/2019/PN.Sbs. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan agar 

kedepannya bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu 

hukum khususnya hukum pidana yang mengenai dasar pertimbangan 

hakim serta penerapan teori percobaan (poging) pada tindak pidana 

pemerkosaan. 

2. Manfaat Praktis 

 Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar ilmu hukum 

yang didapat dan dipelajari selama dibangku perkuliahan dapat berguna 

dan bermanfaat serta dapat memberikan pengetahuan kepada si pembaca. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori ialah suatu konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

untuk dilakukannya suatu penelitian.
19

 Adapun kerangka teori yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu 

putusan pidana kepada terdakwa, yakni didasarkan pada Pasal 183 Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang isinya menyatakan 

bahwa hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

                                                 
19

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 125. 
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menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.
20

 

Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa dalam pengambilan 

keputusan dalam sidang pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan 

beberapa aspek, yaitu:
21

 

a. Kesalahan pelaku tindak pidana; 

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana; 

c. Cara melakukan tindak pidana; 

d. Sikap batin pelaku tindak pidana; 

e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi; 

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; 

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; 

h. Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelaku; 

Wiryono Kusumo berpendapat, pertimbangan  merupakan dasar 

dari suatu putusan hakim (argumentasi hakim) dalam memutus suatu 

perkara. Sehingga jika putusan itu dijatuhkan tanpa adanya suatu 

pertimbangan, maka orang akan menilai bahwa putusan yang dijatuhkan 

                                                 
20

 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 

306. 
21

 Barda N.A, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
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itu tidak benar dan tidak adil.
22

 Adapun pendapat menurut Sudikno 

Mertokusumo, beliau mengatakan bahwa sederhananya putusan hakim 

itu mencakup irah-irah dan kepala  putusan, pertimbangan dan amar, 

sehingga yang dipandang sebagai dasar dari putusan hakim ialah 

pertimbangan.
23

 

Pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting didalam 

suatu putusan, semakin baik dan tepatnya pertimbangan yang digunakan 

oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, maka secara tidak langsung 

akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim. 

Karena pada saat hakim memeriksa serta mengadili suatu peristiwa, 

hakim memiliki kebebasan, kebebasan inilah yang melambangkan 

mahkota bagi hakim yang wajib kita kawal serta kita hormati. Oleh 

karena itu tidak boleh ada suatu golongan yang bisa menginterpensi 

hakim pada saat hakim melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab 

seseorang terhadap kesalahan yang telah dilakukannya, atau dengan 

perkataan lain, perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan 

undang-undang atau dilarang oleh undang-undang. Hal pertama yang 

mesti diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana ialah bahwa 

pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya 

                                                 
22

 M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41. 
23

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum  Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, 

hlm. 22. 
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seseorang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Dasar 

untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar 

dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan 

(geenstrafzonder schuld)i
24

. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuat 

perbuatan pidana (tindak pidana) akan dipidana jika mempunyai 

kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana.
25

 

Prodjohamidjojo berpendapat, seseorang yang melakukan 

kesalahan agar bisa dijatuhi hukuman pidana harus didasarkan pada 2 hal, 

yang pertama mesti adanya unsur melanggar hukum, sebagai unsur 

objektif, kedua kepada pelaku harus memiliki unsur kesalahan, adanya 

kesengajaan dan atau kealpaan (dolus dan culpa), sehingga perbuatan 

yang dilakukannya itu bisa di minta pertanggungjawaban kepadanya (jadi 

harus adanya unsur subjektif).
26

 

F. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini penulis telah membatasi pembahasan penelitian 

yang akan dibahas, hal ini agar pembahasan tersebut menjadi jelas dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun ruang 

lingkupnya yaitu terkait dengan hakim dalam mempertimbangkan putusan 

terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan, serta melihat 

implementasi poging pada putusan hakim tersebut. 

 

                                                 
24

 Muladi dan Barda N.A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, alumni, Bandung, 2002, 

hlm. 149. 
25

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 31. 
26

 Prodjohamidjojo,  Martiman, Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. 

Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 31. 
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G. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Pada penelitian ini, yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif 

(legal research), yakni penelitian terhadap penggunaan norma-norma 

hukum positif, dengan maksud mempelajari aturan atau norma hukum, 

litertur, dan pandangan pakar hukum yang akhirnya dikaitkan pada objek 

atau sasaran yang pelajari pada suatu penelitian.
27

 Penelitian hukum 

yuridis normatif bersifat analtis, dan penelitian ini dilakukan dengan cara 

meneliti atau mengkaji bahan pustaka yang ada.
28

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ialah 

pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan pada permasalahan.
29

 Dan 

pendekatan kasus (case approach) ialah pendekatan yang dilaksanakan 

melalui pengkajian pada kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang 

sedang ditemui. Adapun kasus-kasusnya ialah kasus yang putusannya telah 

memperoleh inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap.
30

 

 

                                                 
27

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, 

Jakarta, 2018, hlm. 30. 
28

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,  hlm. 13-14. 
29

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2005, hlm. 93. 
30

 Ibid 
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3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari catatan-

catatan resmi atau segala bentuk dokumen peraturan yang ditetapkan 

oleh pihak yang memiliki kewenangan. Adapun bahan hukum 

primernya terdiri dari : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1946 tentang Hukum Pidana) 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) 

3. Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs 

4. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 

198/Pid.B/2019/PN.Mre 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu untuk 

menganalisa dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, yakni berupa hasil karya tulis ilmiah atau hasil 

penelitian yang dilakukan oleh ahli dibidang hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang membagikan 

informasi dan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mamakai metode studi 

kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data berdasarkan buku-
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buku, dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan atau relevan dengan masalah yang akan dibahas. sebagai 

pemecah permasalahan dalam penelitian.
31

  Dengan melalui metode studi 

kepustakaan ini, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan dibawahnya yang berkaitan erat dengan penelitian 

serta permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

1) Editing, yaitu dengan mengkaji kembali pada bahan hukum yang telah 

didapatkan, sehingga bilamana ditemukan bahan hukum yang masih 

kurang lengkap, serta memformulasikannya ke dalam kalimat yang 

sederhana. 

2) Sistematisasi, yaitu melakukan pemilihan tentang bahan hukum, lalu 

dilakukan klasifikasi berdasarkan penggolongannya, serta membentuk 

hasil penelitian secara sistematis. 

3) Deskripsi, yakni penulis menggambarkan hasil dari penelitian 

beralaskan pada bahan hukum yang didapat dan menganalisisnya.
32

 

 

6. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan 

a. Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

yuridis kualitatif, yakni data yang diperoleh selanjutnya disusun secara 

sistematis, guna untuk memberikan kejelasan terkait dengan masalah 

                                                 
31

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12. 
32

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, 2011,  

hlm. 14. 
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yang dibahas. 

b. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan di penelitian ini memakai metode logika 

deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan 

(dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga 

dapat ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dan pembahasan 

sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-

permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
33
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